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PERATURAN BUPATI PASAMAN BARA'I"
NOMOR 19  TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang © a. bahwa bherdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan
bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan
Ketangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hurufl a, perlu menctapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dalam
Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran DNegara Republik
Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentul{an Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Megdra Tahun
2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4348); .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595); -

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400},

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemecrintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik ﬂ
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(Lembaran Negara Republ,ik“[“r;aonésia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54905);

Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang

 Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Dacrah
Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738},
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nommor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah (Periabahan Kedual;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang FPedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengeloiaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



17. Peraturan Menterli Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor
02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok
Pemerintahan Nagari, _

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor
4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengeiolaan
Keuangan Daegrah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor
8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor
21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalamn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemermtah oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan. Tugas
Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman ‘Barat dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. -

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagal Pcmngkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat.

Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupdten Pasamcm
Barat.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan
Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat
yang berada dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-
batas dan wilayah tertentu, dan berwenang dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat
Minangkabau (Adat Basandi Syara’ Syara’Basandi Kitabullah),prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
cdihormati dalam sistem pemerintahan Negara  Kesatuan Republik
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sebagal unsur penyelenggara Pemer‘;nta}’:lanul\lagari.
Wali Nagari adalah pimpinan pemerintahan Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS
Nagaria dalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggolanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkar: sccara demokratis.

1. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari,
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagari untuk jangka waktu 1 (satu} tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut
APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dart
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurang: Dana Alokasi Khusus.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Angparan Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kola.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari adalah Wali Nagari
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya
disingkat PTPKN adalah unsur perangkat Nagari yang membantu Wali
Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari.

Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan Nagari.

Kepala Urusan (Ka.UR) adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan
dengan bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat nagari yang membidangi
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan
Nagari.

Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang
PemerintahanNagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank
yang ditetapkan.



28.

29.

30.

31.
32.

(1)

. Perierimaan Nagari adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan
Nagari yang masuk ke APBNagari melalui rekening kas Nagari. .

. Pengeluaran Nagari adalah Uang yang dikeluarkan dari APBNagari

melalul rekening kas Nagari.

. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari
dengan belanja Nagari.

. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari
dengan belanja Nagari. o : .

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang 'se}ahjut'ﬁyai disingkat SILPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran. -

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenPasaman Barat.

Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan . yang
ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS).

Jorong adalah bagian dart Wilayah Nagari.

Kepala Jorong adalah salah satu perangkat pemérin{ah riaga_r'i_ dan
merupakan perpanjangan tangan Wali Nagari dalamn memimpin
penyelenggaraan Pemerintah Nagari di wilayah kerjanya. o

BAB II o
ASAS DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Pasal 2

Asas pengelolaan kenangan nagari adalah :
Tertib;

Taat pada peraturan perundang-undangan;
Efektif;

Efesien;

Tkonomis,

Partisipatif

Transparan,

Bertanggungjawab;

Adii;

Patut; dan

Permanfaat untuk masyarakat.

AT e a0 o

Yang dimasud dengan tertib scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
a4 adaiah bahwa keuangan nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat
guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggung jawabkan. _

Yang dimaksud dengan taat pada peraturan p’éru'lidan'g--ilndangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa keuangan
nagari harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
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huruf ¢ adalah pencapaian  hasil program dengan target vang lelan
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Yang dimaksud dengan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan

tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran
tertentu.

Yang dimaksud dengan ekonomis scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf € adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas

tertentu pada tingkat harga terendah.

Yang dimaksud dengan partisipatil schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf [ adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif

- dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

)

Yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud nada ayat (1)
huruf g adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya
tentang keuangan nagari.

Yang dimaksud dengan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolean dan pengendalian sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya calam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(10) Yang dimaksud dengan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

{ adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
~ dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan
pertimbangan yang obyektif.

(11) Yang dimaksud dengan patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar
dan proporsional.

(12) Yang dimaksud dengan bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul k adalah bahwa keuangan nagari
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dikelola
dalam masa 1 {satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampal
dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan keuangan nagari meliputi :

a. Perencanaan,

b. Pelaksanaan;

c. Penata usahaan;

d. Pelaporan; dan

e. Pertanggungjawaban.
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BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Pasal 5

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari

dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik

Nagari yang dipisahkan.

Wali Nagari sebagal pemegang kekuasaan pengelolaan keuangari Nagari

sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;

b. menetapkan PTPKN; 5 _

¢c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
Nagari;

d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBNagari; dan '

melakukan tindakan yvang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBNagarti. '

@

Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan  Nagari,
dibantu oleh PTPKN.

Pasxl 6

PTPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3} berasal dari
unsur Perangkat Nagari,terdiri dari:

a. Sekretaris Nagari,
h. Kepala Urusan; dan
c. Bendahara.

d. Pengurus Aset.

PTPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Wali Nagari. _

Pasal 7

Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 é‘y.a't'('l") huruf a
bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan
Nagari.

Sekretaris Nagari selaku koordinator pelaksana. teknis pengelolaan
keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
hugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari;

b. menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang ~ APBNagari,
perubahan APBNagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBNagari;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBNagari, '

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBNagari; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
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(2)
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Pasal 8

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hurul b

bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesual dengan bidangnya.

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun draf rencana anggaran belanja (RAB) pelaksanaan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya bersama pendamping
desa berdasarkan RKPNagari sebagai bahan penyusunan APBNagari,

b. menyusun rencana anggaran belanja (RAB) bersama dengan PTPKN
cdan pendamping desa sctelah ditetapkannya APBNagarti,

c. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat, PTPK Nagari, yvang telah
ditetapkan di dalam APBNagar,

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kkegiatan kepada Wali
Nagari; dan

. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hurul [

meliputi rencana anggaran belanja (RAB} dan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP). '

Pasal 9

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ dapat
terdiri dari bendahara penerima nagari dan/atau bendahara
pengeluaran nagari yang di jebat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) niemenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Bertaqgwa kepada Tuhan Yang Maha Esz;

Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
Berkelakuan baik dan jujur;

Sehat jasmani dan rohani,

Bebas dari Narkoba,

Mampu mengoperasikan Microsoft office;

- Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang administrasi
perkantoran dan administrasi kevangan; dan

h. Pendidikan minimal SLTA dengan lebih mengutamakan lulusan
sarjana.

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal tugas:
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan
pengeluaran pendapatan Nagari dalam rangka pelaksanaan APBNagari.
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(2)
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Pasal 10

Pepgurus aset nagari sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d
dijabat oleh perangkat nagari yang mampu;

Pengurus aset nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyal tugas
untuk menerima, mencatat, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan segala aset nagari dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
aset nagari secara tepat guna dan berdaya guna.

Pasal 11

Penata usahaan aset nagari dilakukan oleh Pengurus aset nagari.

Pengurus aset nagari wajib melakukan pencatatan kekayaan milik
nagari berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak.

BAB IV
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBNagari

Bagian Kesatu
Asas Umum APBNagari

Pasal 12

APBNagari disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan nagari.

Penyusunan APBNagari sebagaimana cimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada RKPNagari dalam rangka mewujudkan pelayanan
kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan
nagari yang baik.

APBNagari mempunyai fungst

a. oforisasi;

b. perencanaan,;

C. pengawasan;

d. alokasi;

e, distribusi; dan

f. stabilisasi.

APBNagari, Perubahan  APBNagari, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBNagari setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Nagarti.

Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) harn
setelah Peraturan Daecrah tentang Perubahan APBD Kabupaten
ditetapkan.

Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. '



Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3} huruf a
berarti bahwa anggaran nagari menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
huruf b berarti bahwa anggaran nagari menjadi pedoman bagi
pemerintah nagari dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

Fungsi pengawasan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
huruf ¢ berarti bahwa anggaran nagari menjadi pedoman untuk menilal
apakah keégiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d
berarti bahwa anggaran nagari harus diarahkan untuk menciptakan
lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi sebagaimana dimsicsud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf
e berarti bahwa kebijakan anggaran nagari harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.

Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 12 ayat (3] huruf
f berarti bahwa anggaran Pemerintah nagari menjadi alat untuk
memelihara dan  mengupayakan  keseimbangan  fundamental
perekonomian nagari.

Pasal 14

Penerimaan nagari terdiri dari pendapatan nagari dan penerimaan
pembiayaan nagari.

Pendapatan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap

‘sumber pendapatan.

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 15

Pengeluaran nagari terdiri dari:
a. belanja nagart; dan
b. pengeluaran pembiayaan nagari.

Belanja nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a
merupakan perkiraan beban pengeluaran nagar: yang. dialckasikan
secara adil dan merata agar relatil dapat dinikmati oleh seluruh
kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian
pelayanan umum.

Pengeluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maapun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.



Pasal 16

Dalam1 menyusun APBNagari, penganggaran pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

(1)

(2)

Pasal 17

Pendapatan, belanja dan pembiayaan nagari yang dianggarkan dalam
APBNagari harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Seluruh pendapatan nagari, belanja nagari, dan pembiayaan nagari
dianggarkan secara bruto dalam APBNagari.

Bagian Kedua
Struktur APBNagari

Pasal 18

APBNagari,terdiri atas:
a. Pendapatan Nagari,
b. Belanja Nagari, dan
c. Pembiayaan Nagari.

Pendapatan Nagari sebagaimarna dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasi
fikasikan menurut kelompok dan jenis.

Belanja Nagari sebagaimana dimaksad pada ayal (1) huruf b diklasi
fikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Pernbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasi
fikasikan menurut kelompok dan jenis,

Paragraf Kesatu
Pendapatan

Pasal 19

Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
{1}huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari
yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh Nagari.

Pendapatan Nagari sebagairnana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas
kelompok:

z. Pendapatan Asli Nagari (PAN);

b. Transfer; dan

¢. Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok PAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a, terdiri
atas jenis:

a. Hasil usaha;

L. Hasil aset;

¢. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
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a. hasil Bumnag;

b. hasil tanah kas Nagari, dan
¢. Hasil usaha lain yang dikelola secara sah oleh Nagari.

(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain :

pasar milik nagari;

pasar hewan milik nagary;

tambatan perahu milik nagari;

bangunan milik nagari;

obyek rekreasi milik nagari;

pemandian umum milik nagari,

hutan milik nagari;

tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh nagari;
jaringan irigasi milik nagari,

penggunaan fasilitas milik hagari,
penggunaan lapangan milik nagari;

. sewa tanah lapangan milik nagari,

m. penggunaan fasilitas umum milik nagari; dan
n. lain-lain kekayaan milik nagari.
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(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang
melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai
dengan uang.

(7) Lain-lain pendapatan asli Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
huruf d antara lain :

a. jasa giro;

b. pendapatan bunga;

penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh nagari;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
penerimaan atas tuntutan ganti kerugian nagari;

pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

Pendapatan denda pengeloiaan kekayaan nagari; dan

hasil pungutan Nagari, selain pungutan atas jasa layanan
administrasi yang diberikan kepada masyarakat Nagari;

o
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Pasal 20

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2} huruf b,
terdiri atas jenis:
a. Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBN;

Alokasi Dana Nagari (ADN);

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Sumatera Barat;dan
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasaman Barat.

o 00 o

Pasal 21

(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan
alokasi anggaran dari APBN.



(2) Penerimaan dana desa dipergunakan untuk membiayai

(1)

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan: pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. 3
Pengalokasian dana Desa untuk masing-masing Nagari dengan
mempertimbangkan: '
a. jumiah penduduk;

b. angka kemiskinan;

¢. luas wilayah; dan

d. tingkat kesulitan geografis.

Pengalokasian dan besaran dana desa untuk masing-rasing nagari
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri,

Pasal 22

Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Nagari (ADN]
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, paling sedikit sebesar
10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus (DAK), #

Pengalokasian penerimaan Alokasi Dana Nagari untuk setiap nagari

dengan mempertimbangkan :

a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari
serta jumlah jorong; dan

b. jumnlah penduduk nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah
nagari, dan tingkat kesulitan geografis nagari. '

Pengalokasian dan besaran ADN untuk masing-masing nagari diatur
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 23

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 nhuruf ¢ adalah bagian penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada nagari paling sedikit
10% (sepuluh per seratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang

diterima Pemerintah Daerah kepada nagari, dengan ketentuan sebagai

berikut : S

a.sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada
seluruh nagari; dan

b.sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai
dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari
nagari masing-masing.

Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi  dacran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan pajak dan
retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima
Dacrah kepada nagan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.



(1) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten
Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 hurmif d dan €
dapat bersifat umum dan khusus.

(2) Bantuan Kcuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling
banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 25

(1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 19
ayat (2) huruf ¢, terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
b. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
¢. Lain-lain pendapatan Nagari yang sah.

(2) Hibah dan sumbangan dari pihak xetiga yang tidak mengikat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah pemberian
berupa uang dari pihak ke tiga.

(3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b adalah keuntungan berupa uang dari pihak ketiga atas
kerjasama dengan pihak ketiga.

(4) Lain-lain pendapatanNagari yang sah secbagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf ¢, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama
dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari.

Paragraf Kedua
Belanja Nagari

Pasal 26

(1) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Nagari yang merupakan
kewajiban Nagari dalam 1 (satu] tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari.

(2) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
dalam rangka mendanai penyclenggaraan kewenangan Nagari.

(3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
APBNagari digunakan dengan ketentuan :
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Nagari digunakan untuk mendanai:J
1) penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,
2} pelaksanaan pembangunan Nagari,
3) pembinaan kemasyarakatan Nagari,
4) pemberdayaan masyarakat Nagari, dan
5} Belanja Tidak Terduga

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Nagari digunakan untuk:



1)
2)
3)
4)

penghasilan tetap dan/atau tunjangan Wali Nagari dan perangkat
Nagani;

operasional Pemerintah Nagari;

tunjangan dan operasional BAMUSNagau dan

operasional jorong

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilaksanakan apabila

alokasi

dana Nagari telah terpenuhi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {3),
belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat khusus

Pasal 27

(1} Klasitikasi Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat
(1) huruf b, terdiri atas kelompok: S o
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, antara lain terdiri atas
kegiatan : '

b

1.
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Pernberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi’ ‘Wali Nagari,
Perangkat Nagari, BPD/Bamus Nagari;

. Operasional Perkantoran Pemerintah Nagari;

. Operasional Bamus Nagari,

. Operasional RT/RW/Jorong;

. Penyelenggaraan musyawarah Desa/Nagarl

. Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari;

. Pengelolaan Informasi Desa/Nagari ;

. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa/Nagari;

. Seleksi Perangkat Nagari;

. Pernilihan Bamus Nagari;

. Penyusunan LPPN/LKPJ/Pertanggung}awaban APB ngarl,

. Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Nagan

. Penataan Nagari/Lomba Nagari,

. Pemilihan Wali Nagari; : R I A
.Kegiatan penyelenggaraan permerintahan: nagari - lainnya yang

sesuai dengarn kondisi nagari.

Peiaksanaan Pembangunan Nagari, antara lain terdiri atas’ keglatcm
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. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi T ersu,r

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Nagari;

Pembangunan sarana dan prasarana [isik kantor; '
Pembangunan sarana dan prasarana f{isik sosial;
Pembangunan sarana dan prasarana [isik kesehatan,
Pernbangunan sarana dan prasarana [isik pendidikan;
Pernbangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan ngbkungdn
Perigadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Mabyamkat
Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;

. Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa;

, Perneliharaan Sarana Prasarana Masyarakat

. Pembangunan Sarana Air Bersih;

. Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro;

. Perabangunan Gapura dan Tanda Batas Desa;

. Pembangunan Tambatan Perahu; :

. Kegiatan pciaksanaqn pembangunan nagari lainnya yang sesual

dengan kondisi nagari.



Pembinaan Kemanan dan Ketertiban,
Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
Pembinaan Organisast Perempuan dan PKK;
Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya;
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama,
Pembinaan Lembaga Adat;

Pembinaan Anak Usia Dini;

Pembinaan LPMN;

Kegiatan Pembinaan Masyarakat Nagari Lainnya yang sesuai
dengan kondisi nagari.
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d. Pemberdayaan Masyarakat Nagari, antara lain terdiri atas kegiatan :

. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat;

. Peningkatan Kapasitas Lembage Masyarakat;

. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan EKB;

. Pernberdayaan Ekonomi Masyarakat;

. Pelatihan Kelompok Tani, Nelayan dan lain-lain

. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna;

. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga;

. Sosialisasi Kepada Masyarakat;

. Pengembangan Seni Budaya Lokal,

. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Lainnya yang sesuat
dengan kondisi nagari.
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e. Belanja Tak Terduga.
Beianja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sepert
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan nagari tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagari yang telah dituangkan dalam
RKPNagari.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas jenis
belanja :

a. Pegawal;

b. Barang dan Jasa; dan

c. Modal. '

Pasal 28

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)
huruf a, dianggarkan untuk pengcluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan
BAMUSNagarti. '

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kelompok
Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangarn.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.



(1)

(2)

Pasal 29

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian /pengadaan
harang yang nilai manfaataya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
alat tulis kantor; -
benda pos;

bahan/material;

pemeliharaan;

cetak/penggandaan;

sewa kantor nagari;

sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

. rnakanan dan minuman rapat;

pakaian dinas dan atributnya,

perjalanan dinas;

upah kerja;

honorarium narasumber/ahli;

m. operasional Pemerintah Nagari, .

operasional Badarn Permusyawaratan Nagari (BAMUS);
insentif Kepala Jorong ; ' _
pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. -
horior tim,;

belanja jasa tenaga harian lepas;

belanja jasa kantor;

belanja jasa konsultansi; dan

. iuran/kontribusi.

mRTIDR O Q0 TP

c e 0T o

Insentif Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o
adalah bantuan uang untuk operasional Kepala Jorong dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan . pemerintahan termasuk
membantu  penagihan untuk  meningkatkan - pendapatan  asli
Magari/daerah, perencanaan pembangunan, ketentraman . -dan
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Nagari. : -

Pernberian barang pada masyarakat'/ke}om;')ok_' ~masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan. : e

Pasal 30

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) hurul ¢,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan
barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
pulan. N

Pembelian /pengadaan barang atau bengunan sébagaimana dimaksud
pada ayat {1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
nagari. SRR

Pasal 31 N
Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biaéa (KLB),

pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia
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merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat {1) karena KLB/wabah.

Keadaan darurat dan luar biasa scbagaimana ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Bupatl.

Kegiatan dalam keadaan darurat sehagaimana dimaksud pada ayat (2}
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Paragraf Ketiga
Pembiayaan Nagari

Pasal 32

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf ¢ meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirt atas
kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; can
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnyé;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghcmatan
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaarl

pembiayaan yang digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
dari pada realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutar; dan

¢. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari
rekening dana cadangan ke rekening kas Nagari dalam tahun anggaran
berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan nagari yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3} hurul ¢ digunakan untuk menganggarkan hasil
penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.
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(1)
(2)

(3)

Pasal 33

FPengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2) huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Nagari.

Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan scbagalmana
dimaksud pada ayat {1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang
penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan
dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan Nagarl.

Peraturan Nagari sebagaimana dlmaksud pada ayat (3} paling sedikit
memuat: :

a. penetapan tujuan pernbentukan dana cadangan,

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaarn Nagari, kecuali dari
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi  tahun akhir masa
jabatan Wali Nagari,

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBNagari

Pasal 34

RKPNagari merupakan penjabaran dari RPJMNagari untuk jangka waktu
1 {satu) tahun.

RKPNagari sebagaimana dimaksud pada ayat {1} memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pernberdayaan masyarakat nagari.

RKPNagari sebagairnana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi

uraian:

1. evaluasi pelaksanaan RKPNagari tahun ebelumnya ' :

2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dxkelola oleh
nagarl,

3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang d1kf°£ol
melalui  kerja sama antar nagari dan pithak ketlga

4. rencana program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dlkeloia oleh
nagari

5. sehagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah dacran
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan

A melalkanana keoiatan nacar vaneg terdirl atas unsur Perangkat nagari
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(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pemerintah nagari sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah
Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

RKPNagari mulai disusun oleh Pemerintah nagari pada bulan Juli tahun
berjalan.

RKPNagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari paling lambat akhir
bulan September tahun berjalan.

RKPNagari menjadi dasar penyusunan APBNagari.

Pasal 35

Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagar tentang
APBNagari berdasarkan RKPNagari tahun berkenaan.

Sekretaris Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari tentang
APBNagari kepada Wali Nagari.

Rancangan peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Badan
Permusyawaratan Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah disampaikannya
rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Wali Nagari dan
Bamus Nagari melakukan pembahasan bersama.

Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari disepakati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober
tahun berjalan.

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayal (5) belumn tercapai kesepakatan bersama, Camat mermfasilitasi
dalam penyelesaian permasalahan dimaksud.

Dalam hal [asilitasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (€) masih tetap
tidak tercapai kesepakatan Dbersama, maka Camat langsung
mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari.

BAB VI
PENETAPAN APBNagari

Pasal 26

Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah disepakati
bersama Bamus Nagari sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama
3 (tiga} hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk
dievaluasi.

Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta

lampirannya disertai dengan:

a. Peraturan Nagari tentang RKPNagari tahun berjalan.

b. Keputusan Bamus Nagari tentang kesepakatan atas Rancangan
Peraturan Nagari tentang APBNagari;

¢. Risalah/notulen rapat jalannya pembahasan terhadap Rancangan
Peraturan Nagari tentang APBNagari; dan

d. Daftar hadir rapat.



d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
e. keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu} kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran.

(3) Penggunaan SiLPA tahun sehelumnya dalam perubahan APBNagéri,
yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA} tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

(4) Tata cara pengajuan Perubahan APBNagari, sama dengan tata cara
penetapan APBNagaui.

Pasal 43

(1) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e paling kurang memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a. bulkan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi secara berulang,

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Nagari dapat melakukan
pengeluaran  yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBNagari.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara:

2. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam
tahun anggaran berjalan, dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teriebih dahulu ditetapkan
dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB V1II
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBNagari

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 44

1} Semua penerimaan dan pen eluaran nagari dalam rangka elaksanaan
P 1 d peng £ : pe
kewenangan nagari dilaksanakan melalui Rekening Kas Nagarl.

(2) Dalam rangka pengelolaan kas nagari sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bendahara Nagari membuka Rekening Kas Nagari pada bank milik



~ ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan diberitahukan kepada
Bamus Nagari.

(4) Pencairan dana dalam Rekening Kas Nagari ditandatangani oleh Wali
Nagari dan Bendahara Nagari.

(5) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 45

(1) Pemerintah Nagari dilarang meiakukan pungutan sebagai penerimaan
Nagari selain yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

(2) Bendahara Nagari dapat menyimpan uang tunai pada brankas paling
banyak Rp.10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah).

Pasal 46

(1) Pengeluaran Nagari tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya
Peraturan Nagari tentang APBNagari.

(2) Pengeluaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional
perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari.

(3) Pengeluaran nagari untuk operasional perkantoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah belanja barang dan jasa pada bidang
penyelenggaraan pemerintahan nagari sebatas belanja barang dan jasa
habis pakai.

Pasal 47

(1) Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK dalam mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen berupa Rencana
Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diverifikasi oleh Koordinator PTPKN dan disahkan oleh Wali Nagari.

(3} Pelaksana Kegiatan dan/atau TPK bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluarar: yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Nagari.

Pasal 48

(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (1) TPK/pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari.

(2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Nagari.



Pasal 49

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP};

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja; dan

c. bukti transaksi,

Pasal 50

(1) Dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 48, Koordinater PTPKN berkewajiban melakukan
verifikasi untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh
pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBNagam yang
tercantum dalam permintaan pembayaran,

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan verifikasi Koordinator PTPKN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya
Bendahara Nagari melakukan pernbayaran dan melakukan pencatatan
pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Nagari.

Pasal 51

Bendahara Nagari wajib memungut Pajak Penghasilan (PPhj 'daln pajak
lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Rekening Kas
Negara sesvai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal 52

Pengadaan Barang/Jasa di Nagari berpedoman pada Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari. :

Pasal 53

Banwuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada
Nagari peruntukannya berpedoman pada ketentuan dari pemberi banfuan.

Bagian Xedua
Penatausahaan

Paragraf Kesatu
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 54

(1) Penatausahaan penerimaan nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari.

(2) Bendahara Nagari wajib menyelenggarakan penataubahdan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
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dimaksud pada ayat (2} menggunakan:
a. Surat Tanda Setoran (STS);
b. Surat Tanda Bukti Penerimaan; dan
c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

(4) Setiap penerimaan nagari wajib disetorkan ke Rekening Kas Nagari
paling tambat 1 (satu) kali 24 {dua puluh empat) jam.

(5) Bendahara Nagari wajib mempertanggungjawabkan uang penerimaan
melalui laporan pertanggungjawaban melalui Buku Kas Pembantu
Penerimaan Nagari.

(6) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Wali Nagari paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Paragraf Kedua
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 55

(1) Penatausahaan pengeluaran Nagari dilakukan oleh Bendahara Nagari.

(2) Bendahara Nagari wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan, yang
menjadi tanggung jawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir
bulan secara tertib.

(3) Bendahara Nagari dalam melaksanakan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) menggunakan:

Buku Kas Umum Nagari;

Buku Kas Pembantu Pengeluaran Nagarti,

Buku Kas Pembantu Pajak;

Buku Pembantu Bank;

Buku Kas Pembantu Pengeluaran Alokasi Dana Nagari,

Buku Kas Pembantu Pengeluaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah; dan

g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Dana Nagarl.
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(4) Laporan pertanggungjawaban penatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Nagari dan paling
lambat tanggal 10 bulan berilutnya.

(5) Setiap pengeluaran atas heban APBNagari disertai dengan bukti yang
lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 56

(1) Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan
APBNagari kepada Bupati berupa:
a. Laporan Semester Pertama; dan
b. Laporan Semester Kedua.

(2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNageri disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.



(3) Laporan Semester Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Pertanggungjawabhan

Pasal 57

(1) Setiap akhir tahun anggaran Wali Nagari wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari kepada Bupati
melalal Camat.

(2) Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, terdiri dari pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

(3) Laporan Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan  APBNagari
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Nagari.
(4) Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirt:
a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari
Tahun Anggaran berkenaan;

L. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan; dan

c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang
masuk ke Nagari.

Pasal 58

Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi  Pelaksanaan  APBNagari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada
Bupati melalui Camat.

Pasal 59

(1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah papan
pengumuman desa dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 60

(1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (1) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
disampaikan kepada Bupati meclalui Camat.

(2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya,



PEMBINAAN DAN FENGAWASAN

Pasal 61

Pemerintah Kabupaten dan Camat berkewajiban membina dan mengawasi
pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.

Pasal 62

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan Nagari yang meliputi pemberian pedoman,
bimbingar, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 63

Pembinaan dan pengawasan Camat delam pelaksanaan pengelolaan

keuangan Nagari yang meliputi:

a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan pengelolaan
keuangan Nagari;

b. memberikan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan keuangan Nagari
yvang mencakup perencanaan. penyusunan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBNagari;

c. membina dan mengawasi pengeiclaan keuangan Nagari dan
pendayagunaan aset Nagari; dan

d. memberikan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan Nagari.

Pasal 64

(1) Pembinean dan pengawasan Camat schagaimana dimaksud dalam Pasal
61, dilakukan dengan membentuk Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan
Nagari Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat.

(2) Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} melaksanakan asistensi tiap 3
{tiga) bulan sekali.

(3) Susunan Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

. Camat sebagai Penanggungjawab;

. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;

. Kepala Urusan Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;

. Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat Deca sebagai Anggota;
Kepala Urusan Kescjahteraan Rakyat sebagai Anggota;
Kepala Urusan Ketenteraman dan Ketertiban sebagai Anggota;

. Kepala Urusan Pelayanan Umum sebagai Anggota; dan

. Pegawai Kecamatan yang ditunjuk sebagai Anggota.
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(4) Tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuvangan Desa Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
a. melakukan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Nagari;

"~ b. melakukan pembinaan dalam pendayagunaan aset Nagari;
c. melakukan pembinaan dalam proses perencanaan, dan penyusunan
APBNagari;

d. melakukan evaluasi atas rancangan APBNagari;
e. memverifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan APBNagar.



f. merekomendasikan hasil verifikasi pertanggungjawaban keuangan
nagari kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintah = Nagari
Sekretariat Daerah untuk anggaran APBNagari yang bersifat non fisik;

g. merekomendasikan hasil verifikasi pertanggungjawaban keuangan
nagari kepada Bupati melalui, Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat untuk anggaran APBNagari yang bersifat fisik;

(5) Pelaksanaan tugas Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Nagari Tingkat
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
a. Camat sebagai Penanggungjawab bertugas melaksanakan pembinaan
agar pengelolaan keuangan nagari berjalan dengan baik dan benar.

b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua yang bertugas mengkoordinasi
kan Anggota Tim agar berjalan sesuai dengan bidang tugasnya,

c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pendayagunaan
aset Nagari oleh Kepala Urusan Tata Pemerintahan;

d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan “Nagari oleh Kepala Urusan
Pemberdayaan Masyarakat Nagari; '

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari oleh Kepala Urusan
Kesejahteraan Rakyat;

f. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari oleh Kepala Urusan
Pelayanan Umum;

g. Bidang Belanja Tak Terduga oleh Kepala Urusan Ketentraman dan
Ketertiban; dan

h. Pegawai kecamatan bertugas menangani administrasi Tim Asistensi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Nagari
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Bupati ini sebagaimana mestinya.

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Nagari; dan

2. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Nagari.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah
Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 29 hret 20!71'

Diketahui Tanggal Paraf
SEKDA - ,f—
Kepala BPKAD H A A
Sckretaris BPKAD oy HSYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 20 Dargt 201 7‘
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR ?j TAHUN 2017




Lampiran I Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomeor : 13 Tahun 2017
Tanggal : 2e mgrel 2017
Tentan - PEDOMAN PENGELQOLAAN KEUANGAN NAGARI
PENJELASAN
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma pembangunan saat ini sudah mulai berubah, yaitu dengan
semakin gencarnya tuntutan oleh masyarakat agar pembangunan
dilaksanakan berlandaskan azas arus bawah (bottom up) yaitu suatu pola
pembangunan yang menitikberatkan pada pola yang mengutamakan
masyarakat sebagai perencana atau pengusul suatu pembangunan.

Hal ini bukan berarti bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan
ssat ini telah mengecewakan masyarakat, akan tetapi lebih untuk
melibatkan masyarakat dalam suatu pembangunan sebagai scbuah proses
pendewasaan masyarakat dalam kerangka berpikir bahwa pembangunan
ity adalah suatu totalitas untuk menuju kearah yang lebih baik dalam
menuju kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya menciptakan
sustu kondisi agar masyarakatnya lebih pro aktif dalam proses
pembangunan, semenjak mulai dari perencanaan pembangunan sampal
dengan pelaksanaan pembangunan bahkan pengawasan pembangunan itu
sendiri, sehingga masyarakat memposisikan dirinya adalah subyek atau
pelaku suatu pembangunan, sehingga nantinya partisipasi masyarakat
dalam pembangunan akan semakin meningkat.

B. Maksud dan Tujuan

Pemerintahan Nagari sebagai suatu unit pemerintahan terendah yang
dipimpin oleh Wali Nagari dalam menggerakkan pembangunan di
Nagarinya haruslah  memperhatikan seluruh  aspek  kehidupan
bermasyarakat dan hendaknya didukung oleh pendanaan yang memadai
untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Untuk itulah Alokasi Dana Nagari (ADN) ini diberikan kepada
Pemerintahan Nagari sebagai perangsang / stimulus bagi peningkatan
partisipasi masyarakat baik itu berupa sumbangan tenaga, materi
maupun fikiran pada seluruh kegiatan pembangunan di Nagarinya.

Program kegiatan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang meliputi
penyeleniggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari,
pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, dan
Belanja Tak Terduga, diharapkan dapat mewujudkan Nagari mandiri dan
sejahtera di Kabupaten Pasaman Barat,

Ager terciptanya tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan
pemerintahan yang bersih (clean governance) dalam pengelolaan keuangan,
perlu diterbitkan suatu Peraturan Bupati, sehingga dapat dijadikan
pedoman bagi penyelenggara pemerintahan nagari dan pihak stake holder
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C. kFungsi Pembinaan dan Pengawasan

Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Barat bersama dengan SKPD terkait lainnya merupekan ujung tombak
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam menjatankan fungsi
Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat, terutama sekali dalam hal
pengelolaan keuangan nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Nagari.

Ruang Lingkup

Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam
Kabupaten Pasaman Barat dalam mengelola Keuangan Nagari dan pihak-
pihak terkait lainnya dalam yang menjalankan fungsi pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

BAEB II
JENIS PENDAPATAN BELANJA DAN
PEMBIAYAAN NAGARI

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam

penyusunan APBNagari setiap tahun anggaran adalah terkait dengan
pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan Nagari.

1.

Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari selisp tahun
anggaran merupakan perkiraan yang terukur sccara rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannva. Pendapatan Nagari meliputi
semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak
Nagari dalam | (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh Nagari.

a. Pendapatan asli Nagari

Pendapatan asli Nagari adalah penerimaan Nagari yang diperoleh atas

usaha sendiri sebagai pelaksanaarn otonomi Nagari, baik dalam bentuk

hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari hasil swadaya dan

partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari

yang sah.

1) Hasil usaha Nagari
Hasil usaha Nagari adalah selurun hasil usaha perekonomian
Nagari yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara
swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan
bagi pendapatan Nagari. Contoh Badan Usaha Milik Nagari,
Lumbung Pangan Masyarakat Nagari, Usaha Ekonomi Nagari
Simpan Pinjam, Hasil usaha melaluj kerjasama Nagari dengan
pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Nagart yang sah,

2) Hasil pengelolaan kekayaan Nagari
Hasil kekayaan Nagari adalah seluruh kekayaan Nagari vang
dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang
menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Seperti Tanah
Kas Nagari, Pasar Nagari Nagari, Pasar Hewan, Tambatan Perahu,
Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Nagari, dan lain-lain kekayaan
milik Nagari.



Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong. masyarakat adalah
seluruh bentuk kontribusi masyarakat Nagari, baik dalam bentuk
barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam
bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan
bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam
membangun kantor Nagari.

l.ain-lain pendapatan asli Nagari yang sah

Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah adalah penerimaan
WNagari (yang tidak diperolch dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan
Nagari, hasil swadaya dar. partisipasi, dan hasil gotong royong
masyarakat),seperti hasil penjualan kekayaan Nagari.

Dana Transfer ke Nagar:

1)

2)

Alolcasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa
dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa tiap Nagari di Kabupaten
Pasaman Barat setiap tahun anggaran. Apabila Peraturan Bupat
tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana
Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah
Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten
merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang berasal dari
bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian
dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah
dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian
Besaran Bagian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah tiap Nagari
di Kabupaten Pasaman Barat setiap tahun anggaran. Apabila
Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

Alokasi Dana Nagari (ADNj}.

Aiokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten sctelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Nagari. Alokasi Dana
Nagari dianggarkan sesuai Peraturan Bupatl tentang Penetapan
Rincian Besaran Alokasi Dana Nagari (ADN] tiap Nagari di
Kabupaten Pasaman Barat setiap tahun anggaran. Apabila
Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran
peridapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya,

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten _

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan
kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung



dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Pasaman

Barat.
¢. Pendapatan Lain-lain

1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang
diterima oleh pemerintah Nagari berupa dana tunai.

2) Lain-lain pendapatan Nagari yang sah,
Lain-lain pendapatan Nagari yang sah antara lain pendapatan
sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan  bantuan
perusahaan yang berlockasi di Nagari. Pendapatan lain-lain
dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara
Pemerintah Nagari dan Pemberi.

2. Belanja Nagari

Belanja Nagari harus digunakan wuntuk pelaksanaan wurusan
pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan pemerintah Nagari yang
terdiri dari: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal
berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari digunakan dengan
ketentuan:
1. Untuk kegiatan yang berasal Alokasi dana desa dengan Xetentuan
sebagai berikut;

a. Kegiatan Pemberdayaan maksimal sebesar 25 %

b. Kegiatan Pembangunan fisik sebesar 75 %

2. Untuk kegiatan yang berasal Alokasi dana Nagari dengan ketentuan
sebgai berikut:

a. Untuk Kegiatan Pembangunan fisik minimal sebesar 30 % dari total
pagu ADN setelah dikurangi belanja penghasilan tetap perangkat
nagari dan bamus serta biaya operasional nagari pemekaran.

b. Paling banyak 30% ({tiga puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana
Nagari digunakan untuk:

- Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat
Nagari

- Operasional Pemerintahan Nagar:

- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari

3. Pengelompokan/Klasifikasi Belanja Nagari.
Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari dibagi menjadi 4 (Empat) Bidang yaitu :

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Belanja Tak Terduga

-0 pO0 TP



A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari;
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari dan Perangkat Nagari se-
Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Penghasilan tetap besarannya sesuai dengan standar biaya nagari

b. Penghasilan tetap perangkat Nagari hanya dapat dibayarkan setiap

tulannya kepada perangkat Nagari yang sudah dilantik dan diambil
sumpah oleh Wali Nagari yang ditunjuk yang dibuktikan dengan
Surat Keputusan Penetapan Perangkat Nagari.

Bagi perangkat Nagari yang belum melaksanakan pelantikan dan
pengainbilan sumpah, Penghasilan tetapnya ditunda sampai dengan
pelaksanaan pengukuhan dan tetap akan mendapatkan hak
penghasilan tetapnya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas
Perangkat Nagari yang dapat dibayarkan penghasilan tetapnya

- adalah perangkat nagari yang diangkat sesuai dengan peraturan

pengangkatan perangkat nagari
Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, ¢ dan d berlaku juga
bagi perangkat nagari persiapan

2) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratn Nagari besqmnnya sesuai
dengan biaya standar nagari

3) Operasional Pemerintahan Nagari;

a.

Belanja penyediaan Admm1stras1 Perkantoran yang terdlrl dari:

» Belanja Barang Habis Pakai.

« Tunjangan  Asuransi Keschatan bagi Walinagari dan
tanggungannya maksimal kelas 1, bagi Perangkat Nagari dan
tanggungannya Kelas (Il yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan
yang besaranya mengacu kepada Peraturan perundang-undangan;

« Belanja cetak dan penggadaan,- o

« Belanja bahan bakar minyak sesuai kebutuhan;

¢ Belanja lain-lain sesual dengan  prioritas kebutuhqn (biaya
jangganan Koran, telepon, internet, dan listrik) '

« Yang Lembur;

¢ Biaya Makan dan Minum Rapat;

Belanja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nagari;

Belanja Peningkatan Savana dan Prasarana Aparatur yang meliputi bPlan]a

v Pengadaan Komputer/Laptop;

» Pengadaan Pakalan Dinas;

e Pengadaan meubelair, lemari, plang, papan struktur organisasi,
lambang burung garuda, foto presiden dan wakﬂ presiden,
bendera merah putih dan lain-lain,

« Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda moLor}

Relanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Magari dengan ketentuan

sebesar 75 % dialokasikan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan

25 % untuk perjalanan luar daerah

Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Nagari.

4) Penunjang Operasional Bamus; _
Besaran anggaran Fenunjang Operasional Bamus yang dipergunakan
antars lain untuk:
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C. Biaya makan dan minum,-
d. Belanja Insentif Bamus sesuai standar biaya nagari;
e. Belanja Perjalanan dinas;

Seleksi Perangkat Nagari;

Penetapan Anggaran seleksi Perangkat Nagari dipergunakan untuk
Belanja Tahapan pelaksanaan Penataan Perangkat Nagari/ Nagari
persiapan yang dipergunakan untuk: :

o Biaya ATK.

* Honor Panitia Seleksi.

*+ Makan minum rapat.

Pemilihan Bamus;

Penetapan Anggaran Pemilihan Anggota Bamus dipergunakan untuk
Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan anggota Bamus melalui
Pemilihan di wilayah Nagari yang dipergunakan untuk :

¢ Biaya ATK

» Makan minum rapat

Penyusunan Dokumen RPJM Nagari,

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen RPJM
Nagari bagi Nagari yang melaksanakan Pilwana dan evaluasi RPJMNagari
yang dipergunakan untuk :

» Biaya ATK.

* Honor Tim Penyusun.

+ Honor Narasumber

» Makan minum rapat.

+ Sewa Penginapan.

Penyusunan Dokumen RKP Nagari;

Kegiatan penyusunan Dokumen RKP Nagari yang dipergunakan untuk;

» Biaya ATK,-

* Honor Tim Penyusun RKP yang besarannya sesuai standar hiaya nagari

* Biaya Perencanaan Fisik maksimal sebesar 1 % dari nilai pagu kegiatan

+ Biaya Pengawasan Fisik dan Sertifikasi maksimal 1% dari nilai pagu
kegiatan

» Biaya Penyusun RAB dan matrik kurikulum Pemberdayaan maksimal
sebesar 1 % dari nilai pagu kegiatan.,

* Biaya Makan minum rapat.

« Uang Pengantian transportasi tim perumus yang besarannya mengacu
kepada standar biaya ragari.

Penyusunan LPPNagari dan LKPJ Nagari;

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPNagari) dan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Nagari (LKPNagari),-.

+ Biaya ATK.

* Belanja Cetak dan Pengadaan.

¢ Makan minum rapat.

10) Pemilihan Walinagari;

Penetapan Anggaran Penyclenggaraan pemilihan Walinagari yang
dipergunakan untuk :



e Bilaya ATK.

» Honor Panitia Seleksi.

e Honor Narasumber

« Belanja Cetak dan Pengadaan.
e Makan minum rapat.

+ Uang Pengantian transportasi
e Biaya sewa tenda dan kursi;

» Biaya sewa soundsisteny;

11) Penataan dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Nagari;
Penetapan Anggaran Penataan Nagari dipergunakan untuk Belanja
Penataan Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari'dalam rangka
nagari persiapan dan penetapan tapal batas, = L

Biaya ATK.

Belanja Cetak dan Pengadaan.

» Makan minum rapat.

« Uang Pengantian transportasi

12) Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari);
Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari yang dipergunakan
untuk : '

» Biaya ATK.

¢ Belanja Cetak dan Pengadaan.
» Makan minum rapat.

s Uang Pengantian transportasi

13) Musyawarah Nagari; - '
Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis, antara lain :

. Penataan Nagari _

. Perencanaan Nagari (RPJMNagari, RKPNagari dan APBNagari)

Kerjasama Nagari '

. Rencana investasi yang masuk ke Nagari

Pernbentukan BUM Nagari

Penambahan dan pelepasan aset Nagari

Kejadian luar biasa

O OL0 o R
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14) Pendataan Profil Nagari,
Anggaran Pendataan Profil Nagari digunakan untuk, antara lain untuk
telanja barang/jasa. Besaran biaya untuk pendataan profil nagari
mengacu kepada standar biaya nagari.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Nagari dilakukan dengan Pola
Swakelola dan Padat Karya vyang kegiatannya - mengacu  pada
RPJMNagari/ RKPNagari dan/atau hasil musyawarah Nagari yang akan
diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

1) Pembangunaan  Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur  Dan
Lingkungan Nagari, diantaranya: :
a. Pembangunan jalan Lingkungan



3)

C. rcmpangunan jempadarn antalr Kanpung
f. Pengadaan Tanah dan Pembangunan Cedung Pemerintahan hanya
dapat dialokasikan dari dana AN

g. Pembangunan Kantor Nagari hanya dapat dialokasikan dari dana
ADN

h. Pembanguanan Gedung Pelayanan Kesehatan Nagari
(Puskesdes/polindes)

1. Perbaikan jalan lingkungan dan pemukiman

j. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil

- k. Perbaikan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan

. Sarana Prasarana Air Bersih
b. Lain-lain pembangunan

Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan
Kebudayaan, diantaranya :

a. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Paud/TK

b. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Raudhatul athfal (RA)

¢. Taman Bacaan Masyarakat

Pengembangan Usaha Ekonomi Froduktif serta Pembangunan,
Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi,
diantaranya:
a. Pengembangan Nagari Wisata;
b. Pembangunan Pasar Nagari;
c. Pernbinaan Pasar Nagari dan Kios Nagari;
d. Pembentukan BUMNagari yang dlpugunqkan untuk :
¢ Sewa kantor.
« Biaya Pembentukan Badan Hukum (akta notaris).
+ Biaya ATK.
e. Pembangunan Dan Pengelolaan Energi Mandiri
f. Pembentukan dan Penguatan Warung Teknologi Tepat Guna yang
diperuntukkan untuk :
+ Biaya ATK.
¢ Biaya makan dan minum rapat.
« Uang Pengantian Transportasi.
Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Nagari
. Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Nagari;
Pembuatan Pupuk dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan
Perikanan;
Pengembangan Benih Lokal;
Pengembangan Ternak Secara Kolektif;
Pembangunan Dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
. Penyertaan Modal BUMNagari Maksimal;
Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN);
Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.
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4) Pembangunan bidang Keschatan dan Peiestarian Lingkungan Hidup

a. Pembangunan Polindes dan atau peralatan polindes

b Pembangunan MCK

c. Pemeliharaan Lahan Pekarangan

d. Gerakan kebersihan Nagari

e. Pembangunan Posyandu dan atan peralatan posyandu
f. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.



5] Bantuan stimulan sarana dan prasarana,

Penetapan Anggaran Bantuan stimulan sarana dan prasarana untuk

membiayaan pembangunarn sarana prasarana bersifat stimulan/hibah

yang dipergunakan untuk:

a. Dana stimulan biaya pembuatan Jamban bagi keluarga miskin,-

b.Dana stimulan biaya pembuatan rumah tidak layak huni bagi
keluarga miskin,-

c. Dana stimulan biaya pemasangan Listrik bagi keluarga miskin,-

d. Dana stimulan biaya bahan material bagi Sarana keagamaan dan
gotong royong. '

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1) Pembinaan lembaga acat /KAN

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja

Penunjang Operasional Lembaga Adat yang diperuntukkan untuk:

+ Biaya ATK

» Uang pengantian transportasi untuk kegiatan dan sengketa adat dan
ulayat

+ Biaya Makan dan minum rapat.

« Honorarium narasumber : -

« Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.

o Honorarium penceramalh

» Pembelian pakaian adat menurut Adat Salingka Nagari

Penguatan Kelembagaan Perernpuan / PKK

Kegiatan Penguatan Kelermbagaan TP-PKK yang dipergunakan untuk;
¢ Riaya ATK

+ Biaya Pelatihan dan penyuluhan Pengurus TP-PKK Nagari

« Seragam Anggota TP-PKK maksimal 10 stel

« Pembuatan Papan Data

« Pembuatan Plang TP-PKK Nagari

« Pembuatan Plang 10 Program Pokok T P-PKK Nagari

« Pengadaan Sarana Publikasi

« Dokumentasi Kegiatan

» Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi

+ Biaya makan dan rainum rapat

» Uang pengantian transportasi

. Honorarium narasumber, pembawa acara, dan pembaca doa
« Biaya bantuan pembuatan dasawisma/toga dsbnya.

Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan dan olahraga;

Kegiatan Pembinaan Lembaga Kepemudaan yang dipergunakan untu ik;

« Kegiatan Pembinaan keolahragaan seperti lomba olahraga tingkat
nagari

 Kegiatan kepemudaan lainnya termasuk siaga bencana

Pembinaan kelembagaan Bundo Kanduang

Kegiatan Penguatan kelembagaan pundo kanduang digunakan untuk :
+ Biaya ATK;

« Biaya Pelatihan dan penyuluhan Pengurus Bundo kanduang

@ aemmmen Denaiiriie hiindo kanduane maksimal 10 Stel;
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* Dokumentasi Kegiatan:

* Pengadaan Alat Peraga dan Stmulasi;

* Biaya makan dan minum;

+ Uang pengantian transportasi:

* Honorarium narasumber, pembaca doa dan pembawa acara.

9) Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)
Penetapan Anggaran Peringanan Hari Besar Nasional diperuntukan bagi
nagari yang menyelenggarakan Upacara HUT Rl dan upacara hari-hari
besar lainnya yang dipergunakan untuk:
* Biaya makan dan minum:;
* Biaya sewa tenda dan kursi;
* Biaya sewa soundsistem:
* Honorarium Pembawa acara dan pembaca doa;
* Honorarium pelatih.

6) Pembinaan Keagamaan
Penetapan Anggaran Pembinaan Keagamaan diperuntukan bagi
Nagari yang menyelenggarakan MTQ Nagari atau kegiatan keagamaan
lainnya yang dipergunakan untuk:
a. Untuk MTQ dan peringatan  hari besar keagamaan yang
diperuntukkan :
* Biaya makan dan minum
* Biaya sewa tenda dan kursi
* Biaya sewa soundsistem
* Honorarium Pembawa acara dan pembaca doa.
b. Pondok Alquran Nagari yang diperuntukkan:
» Biaya makan dan minum
*» Honorarium Pelatih,
c. Insentif Da’i jorong, Garin/Guru TPA yang besarannya sesuai dengan
standar biaya nagari

7} Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan
masyarakat Nagari
Penetapan Anggaran Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman
diperuntukan untuk pembiayaan pelaksaan kegiatan patroli, sosialiasasi
tentang narkoba dan penyakit masyarakat, dan penyelesajian masalah
keamanan dan ketertiban dan penegakan perna dipergunakan untuk:
o Biaya ATK.
* Uang pengantian transportasi untuk pelaksanaan kegiatan patroli,
sosialisasi dan sebagainya.
Biaya Makan dan minum rapat.
Honorarium narasumber
Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.
Honorarium Linmas yang besarannya sesuai dengan standar biaya
nagari

. o @

8) Penyuluh Pertanian Nagari
* Biaya ATK.
* Biaya Makan dan minum rapat,
* Honorarium narasumber
* Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.



E. Biaya Tak Terduga

1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun tahun
sebelumnya yang telah ditutup.

2) Kegiatan Tanggap Darurat Bencana; _
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dapat berupa bantuan
langsung berupa barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat
umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja
evakuasi korban bencana, pengadaan sarana prasarana penanggulangan
bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed,
tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
PENUTUP

Demikianlah Lampiran Penjelasan pada Peraturan Bupati .ini, guna
memperjelas pada pasal-pasal terkait dengan Peraturan Bupati ini dan
membantu dalam kegiatan pengelolaan keuangan Nagari di Kabupaten
Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Diketahui Tanggal Paraf

Pada tanggal -
BUP PASAMAN BARAT
SEKDA |

Kepala BPKAD \ H.SYAHIRAN
Sekretaris BPKAD
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D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

3)

Pembinaan Posyandu

Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Nagari melalui:

a. Penggantian transport kader Posyandu yang besarnya sesuai standar
biaya nagari yang dibayarkan setiap bulannya.

b. Belanja barang jasa lainnya seperti pembelian Seragam Kader
Posyandu dan Peningkatan kapasitas kader dengan mengikuti
Pelatihan, serta pengadaan sarana posyandu.

2) Pembinaan kelembagaan Pondok Bersalin Desa (POLINDES);

Kegiatan Pembinaan Polindes yang dipergunakan untuk;

a. Belanja honorarium Bidan jorong yang besarannya sesuai standar
biaya nagari

b. Pembelian peralatan dan perlengkapan sarana polindes.

3) Pembinaan LPMN/KPMN;

4)

6)

Kegiatan Pembinaan LPMN/KPMN yang dipergunakan untuk;
s Biaya ATK;

+ Pembuatan Papan Data

» Pembuatan Plang LPMN

s Dokumentasi Kegiatan

+ Biaya makan dan minum

» Uang pengantian transportasi

* Honorarium narasumber, pembaca doa dan pembawa acara.

Pengembangan Kesenian Tradisional;

Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional dianggarkan
untuk Belanja Penunjang Pembinaan Kesenian Nagari yang dapat
dipergunakan untuk pembelian Peralatan Kesenian Tradisional atau
kegiatan lomba kesenian tingkat nagari.

Peningkatan kapasitas masyarakat miskin/terisolir, kelompok-
kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat, dan difabel

Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat miskin/terisolir, kelompok-
kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat, dan difabel
dipergunakan untuk biaya Pengiriman kelompok masyarakat untuk
mengikuti pelatihan kerja pada balai tenaga kerja propinsi sesuai
dengan ketentuan.

Peningkatan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana
masyarakat Nagari,

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan
bencana nagri dipergunakan untuk biaya rekruitmen dan pelatihan tim
siaga bencana tingkat nagari dengan rincian :

e Honorarium fasilitator

» Uang pengantian transportasi peserta

* Biaya pembuatan spanduk/plank merk

« Biaya makan dan minum peserta



Lampiran II Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 2017
Tentan : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

FORMAT RANCANGAN PERATURAN NAGARI| TENTANG APBNagari, RENCANA
ANGCARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISAS| PELAKSANAAN
APBNagari SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISAST PELAKSANAAN APBNagari

A. RANCANGAN PERATURAN NAGAR] TENTANG APBNagari

LAMBANG PEMERINTAM NAGAR! ..o,
PEMNAG KECAMATAN i,
KABUPATEN ...,

RANCANGAN PERATURAN NAGAR! ...

NOMOR ... TAAUN..........
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI o,
Minimbang © a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten .......
Nemor ... Tahun ... terang .o , Wali Nagari menetapkan rancangan
Peraturan Nagari lentang Anggaran Pendapaian dan Belanja Nagar -
(APBNagari);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimalsud pada huruf a, teiah
dibahas dan disepakali bersama Badan Permusyawaralan Nagart;

c. Bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari ... lentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) menjadi Peraturan
Nagari ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

{APBNagari) Nagari Tahun Anggaran ........

Mengingal © 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenlang Desa (Lembaran Negara tahun
Republk Indcnesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5485)

Peraturan Pemesinlah komor 43 Tahun 2014 {enlang Peraluran Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 8 tahun 2014 tenlang Desa {Lembaran Negara

Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5639);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggarar. Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan |Lembaran Negara
Republik Indoniesia Nomor 5558);

[

4, Peraturan Menlert Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... fentang
Pengelolaan Keuangan Cesa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.......... Nomor ... Tahun
........ tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten ................. Tahua ...
Nemor ..... )

6. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARE .................
MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI ... ... TENTANG ANGGARAN PENDAFATAN DAN
BELANJA NAGARI TARUN ANGGARAN ...,

Pasal 1

Anggaran Pendapatar dan Belanja Nagari Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Nagari Rpiirin,
2. Belanja Nagari
a. Bicdana Penvelennaaraan Pemerintah Namari 2



Selisih Pembiayaan(a~b) RD.ooioeiiiiees
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan: dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasa! !, tercantum
datam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Strukiur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagsari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasa' 2 rerupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan
Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atav Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan
Nagari ini.

Pasal 5
Peraturan Negari ini mulai berlaku pada {anggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundarngan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari
dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal .....cccooeene..
WALI NAGARI ...

Diundangkan di Nagari .........ooooviiinnn,
Pada Tanggal :

SEKRETARIS NAGARI ..coivvivieiniisiniiianie,



Lampiran Peraturan Nagari

Nomor :
Tahun :

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

FORMAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

PEMERINTAH MAGARL............
TAHUN ANGGARAN.............

KGDE
REKENING

URAIAN ANGGARAN

KETE

| RANGAN

1

2

4

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Swadavya, Partisipasi dan Cotong Royong

—_ |t
-3

Lain-iain Pendapatan Asli Desa yang sah

Pendapatan Transfer

—
[N 1S

Dana Desa

s
2]
[\

Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah
Kabupaten/kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

IR I I POy
NBIININ
P NN P
[N PN

Baniuan Kabupaten / Kota

Pendapatan Lain lain

Y
LW

Hibah dan Sumbangan dari pinal ke-3 yang tidak

mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Bslania Pegawali

_Perghasilan Telap Wali Nagari dan Perangkal . .

- Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat

- Tunjangan BAMUS

Onerasional Perkantoran

3]
-
[AeT IS

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dfan Alribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perialanan Dinas

- Feameliharaan

- Alr, Listriic,dan Telepon

- Honer

~dst

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

wgdst

Operasional BAMUS

Relanja Barang Dan Jasa




- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

=05k e e

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

B[P

Perbaikan Saluran Irigas

NIy

Belanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- Honor

Beianja Modal

- Semen

- Material

-dst. ...

3]

Pengaspalan jalan nagari

[N aS)

i Belanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- Honor

28]

Belanja Modal

- Aspal

- Pasir

Kegiatan..........cooviiis

)

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3%

[ 8]

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Kegiatan... .....ooieeenns

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

I

Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat

NN N

Belanja Barang dan Jjasa

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan

Kegiatan... ....ooooooiiiiiiian

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

[y St ]

-1 Belanja Barang dan Jasa

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

Kegiatan... ...

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT




PEMBIAYAAN

Panerimaan Pembiayaan

SILPA —

Pencairan Dana Cadangan

[FRRIFLRLENALVE,
P e Ll L
(UL RE N R ] oo

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH (RP)

w

Pengeluaran Pembiayaan

¥y

Pembentukan Dana Cadangan _

[Nt A b

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH ( RP )

DISETUJUI OLEH
KEPALA NAGARI ..o




NAGARI ... KECAMATAN

1. Bidang @ .o
2. Kegiatan : .o
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

HARGA
NO. URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.) ]
Disetujui/mengesahkan oo Jtanggal .o
Wali Nagari Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian !

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan kizasifikasi kelompok belanja nagari.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNagari.

3. kolom 1 diisi dengan nomor urut

4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumiah orang/barang.

6.kolom 4 dijsi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/
barang

7 kolom 5 diisi dengan jumiah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

NAGARL ... KECAMATAN. ...
TAHUN ANGGARAN ... s
1. Bidang :
2, Kegiatan :
Penesimaar (Rp) | Pengeiuaran (Rp.)
i _ Dari Swadaya Nomor | Belanja i Belania Jumlan Saldo
No. } Tanggal Uraian Bendahare | Masyarakal Bukti Barang | Modal | Pengembalian Kas
dan ke Bendahara {Rp.)
Jasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya
Jumiah
Total Penerimaan Total Pengeluaran
Total Pengeiuaran + Saldo Kas
Nagari ........... ivries
....... .Tanggal......
Pelaksana Kegiatan
Cara pengisian:
1, Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBNagari.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
_ Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
Kolorn 5 diisi dengan jumiah rupiah yang diterima dari masyarakat.
 Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumiah rupiah yang cdikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumiah saldo kas dalam rupiah.

@~ OO A




NAGARI oo KECAMATAN ... T

TAHUN ANGGARAN ...
1.Bidang | e
2. Kegiatan o
3. Waktu Pelaksanaan :
Rircian Pendanaan :
PENCAIRAN JUMLAH
PAGU PERMINTAAN . S15A
NO. URAIAN 8.0, YG A SAMPAI
ANGGARAN LALU SEKARANG SAAT NI DANA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
JUMLAH - ]
Telah dilakukan verifikasi Jtanggal ..ol e
Sekretaris Nagari Pelaksana Kegiatan
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Wali Nagari Bendahara
Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanfa nagari.

. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegfatan dalam APBNagari.
. Kolom 1 dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.

Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesual dengan rencana Kegiatan.

Kolom 4 diisi dengan rincian jumiah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.

Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

CONOGAWLN



£. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

NAGAR! ... KECAMATAN e
TAHUN ANGGARAN ... ...

1.Bidang : oo

2. Kegiatan @ ..o

NO. PENERIMA URAIAN JUMLAHM
(Rp.)
T
JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagal terlampir, untuk ketengkapén
administrasi dan pemerikasaan sesual peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kodse rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja nagari.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNagari
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja

5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja

6. kolom 4 diisi dengan jumiah belanja

7. baris jumiah diisi jumlah keseluruhan



BUKU KAS UMUM

NAGAR! ... KECAMATAN ..,
TAHUN ANGGARAN ..
No. | Tgl Kode Uraian Penerimaan | Pengeluaran 3 No. Ppﬁ\;r;llua:ran Saido |
Rekening {Fp} (Rp.) - Bukti | e it
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH Rp. Rp.
Mengetahui e Jtanggal
WALI NAGARI, Bendahara Nagari

Cara Penglisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolomn 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukli transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan:

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretars Desa.



2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

NAGARD ..o, KECAMATAN ...,
TAHUN ANGGARAN ........
No. TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN | PENYETORAN | PENYETORAN
(Rp.) {(Rp.) _(Rp.)
1 2 3 4 5 6
JUMLAH
Mengetahui e Jtanggal
WALI NAGARI, Bendahara Nagari

Cara Pengisian .

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

...........................................

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan Kas.
Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah pengeluaran kas.
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.




NAGARI ..., KECAMATAM .
TAHUN ANGGARAN .........
BULAN :
BANK CABANG :
REK. NO.:
PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN RUKTI SETORAN BUNGA PENARIKAN PAJIAK BIAYA
No. TRANSAKSI TRANSAKS! TRANSAKS! SALDO BANK .} (Rp ADMINIS TRASH SALDO
(Hp.) {Rp} (Rp)
1 2 3 4 5 [:] 7 & g i0
Mengetahui Stanggal o
WALI NAGARY, Bendahara Nagari

.........................................

Cara Pengisian .

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kofom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan darn pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti trarsaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumiah bunga bank..

Kalom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.




G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja -

Nagari
1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
(Semester Pertama)

KODE
REKENING

URAIAN ANGGARAN

JUMLAH
ANGGARAN
{Rp.)

JUMLAR
REALISASI
(Bl

LEBIH/
KURANG
(Rp.}

KETE
RANGAN

1

~
Z

3

4

PERDAPATAN

Pendapalan Asfi Dasa

-

Hasil Usaha

I Y IS iy

PR Y JUEY PRNN

Swadgya, Partisipasi dan Gotong Royoeng

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

endapalan Transler

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupalen/kola
Alokasi Dana Desa :

Rantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

J B N B P B R

raftapairajrolpano

L jblRita]—

Banguan Kabunaten / Kola

Pendapatan Lain lain

Hipah dan Sumbancan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

Lot

hat—

Lain-lain Pendapatan Desa yang $ah

JUMLAH PENDAPATAN

SELANJA

_Br'dang Penyelgnggarasn Penerintahan MNagari

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

3N ] SN

Belanja Pegawai

“Pengnasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat

~Yunjangar Wali Nagari dan Perangkal

- Yunjangan BAMUS

Operasional Perkantaran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tuiis Kanrtor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan Alribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahar Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik.dan Telepon

- Honor

Bulania Modal

- Komputer

- Meia dan Kursi

- Mesin TIK

- Jdst

v

(A

Operagicnal BAMUS

Peiznia Barang Dan Jasa

—ATK

- Penggardaan

- Konsumsi Rapat

- st

Operasional RTAW.

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

= dSE

—

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Magari

Perbaikan Saluran Irigasi

[R11a01 1)

RInS] )

fipiania Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- HMonor

L— 4.2 ast... ...




st e

Kegialan oo

Bidang Pembinaan Kemasyarakatail

L

Kegiatan Pembinaan Ketsntraman dan Ketertiban

PR

Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelalihan

ull

Kegialan.. ..o .

[

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

[

=Y

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkal

Belanja Barang dan Jasa

- Honor Peiatih

- Konsumsi

- Bahan Petatihan

Kegiatan., ...z

Bidang Tak Terduga

[

Kegiatan Kajadian Luar Biasa

Belanja Barang dan Jasa

- Honor tim

- Konsumsi |

- Obat-obatan

Kegialdn.......ooo i

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /DEFISIT

1

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencalran Dana Cadangan

L flajia ;L

e

(¥ 1

Hasil Kekayaan Desa Yang gipisahkan

JUMLAH ( RP §

Pengeluaran Pernbiayaan

(IS VS LS8

28]

[

Pembentukan Dana Cadangan !

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH {RP )

DISETUJUI CLEH
WALENAGARD

TTOD



2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Semester Akhir Tanun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN -
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH NAGARI..............
TAHUN ANGGARAN.............

KCDE URAMN ANGGARAN JUMLAH JUMLAH _LEBIHI - KETE
REKENING ANGGARAN REALISASI KURANG RANGAN

(Rp) (Rp) ARp)

7 2 3 4 5. <

PINDARAN SALDO
SEMESTER PERTAMA )

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usana

Swadaya, Partisipasi dan Golong Royorg

Y JEY U POV

| b | |k
(#2011 B

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Pendagatan Transfer

Dana Desa

Gagian dari hasii pajax & retribust daerah Kabupaten/kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

1 | Bantuan Provinsl

JOPS IS PG QIS U JEEY RIS

[ N4 N RN | ]
Inil | Dl Mo

(4%

Baniuan Kabupaten / Kola

Pandapatan Lain lain

Hibah dan sumibangan dari pihak ke-3 yang lidak rnengikal

Lol
—_

2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

T HELANJA

1 Bidang Penyelanggaraan Pemerintatian Nagari

111 Fenghasilan Telap dan Tunjangan

[ 3% FaNo% ]

1 | 1 ] 1 | Beianja Pegawai

_Penrghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkal

- Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat

- Tunjangan BAMUS

112 Oparasional Perkantoran

7 | 2 T Belania Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan Atribui

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Afr, Listsik,dan Telepon

- Honot

1 12 73 | 8Belanja Modal

- Kompuler

- Meja dan Kursi

- Masin TIK

<1 S

113 Opesasional BAMUS

113 [ 2 ! Belanja Barang Dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

L T

114 Opearasional RT/RW

Belania Barang dan Jasa

- ATK

- Panggandaan

- Konsumsi Rapat




Tdst

Pengaspalan jalan nagari

Belanjz Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- Honor

~dsti

o)

Belania Modal

- Aspal

- Pasir

~dst o

KEGHIAN . v ey ecrinne

%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

P

Kegialan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

[WN LON] LS

Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelalih

- Konsumsi

- Bahan Pelalihan

Kegiatan.......ocovuviiinnnins

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

[y=]

-

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkal

Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Baban Pelatihan

St

Kegiatan.............c.cocoennnn

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Belanja Barang dan Jasa

- Honor tim

- Konsumsi

- Ohat-obatan

Kegiatan........ocovveiniioninin,

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Panerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

[SSF [N [N F I VY]

U POy PP PR

Lt

Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH ( RP )

w

Pengeluaran Pembliayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Lt

NS

Penyertaan Modzl Desa

JUMLAH (RP)

DISETUJUI OLEH

WALI NAGARD .o

17D



H LAPORAMN PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS| PELAKSANAAN APBNagari

LAMBANG PEMERINTAH NAGARD ..
PEMNAG KECAMATAN ..o i
KABUPATEN Lo
RANCANGAN PERATURAN NAGARI ...
NOMOR ............ TAHUN. ...
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN s
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL NAGAR!
Menimbang Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Daraturan Daerah Kabupalen Pasaman
Barat homor ... Tahun ... lemang ..o Wali Nagari wajib menyusun
Peraturan Nagari lentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagar ..o Tahun
Anggarar,
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tertang Desa {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2074 MNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomaor 5495}
5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraluran Pclaksanaan
Undang Undang Nomor 6 lahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambanan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5539); '
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 lentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5558):
4. Peraturzn Menieri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....... tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
5 Peraturan Daerah Kabupaten ... NOMOT e Tahun ... tentang
....................... {Lemmbaran daerah Kabupalet ... Tahun ........... Nomor
........ %
6. Dst....
Dengan i“esepakalan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI .. .o
MERUTUSKAN
Menetapkan RANCANGAN  PERATURAN  NAGARE o TENTANG  LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI FELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARID .. TAHUN ANGGARAN
20........ MENJAD! PERATURAN NAGARD .. TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Betanja Nagart Tahun Anggaran

DENDAPATAN DAN BELANJA NAGARY .. TAHUN ANGGARAN 20.......
Pasal 1
dengan rincian sebagai berikul:

1. Pendapatan Nagari RB.ocveereeniiinns
2. Belama Nagari
a, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari RD. v
b. Bidang Pembangunan Rp.
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakalan RP. e
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakal Rp.
2. Bidang Tak Terduga RP.ovoeeaiinimienens
Jumlah Belanja RPuoiiiriirinneens
Surplus/Devisist Rp.imieeens
3.  Pembiayaan Nagari
a. Paneiimaan Pembiayaan RP.oeiecrieniinien
b. Pengeluaran Pembiayaan RO

Selisih Pembiayaan (a—-b)




Pasal 4
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memeriniahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari
dan berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkandi ... ...........
Pada tanggal ................

WALI NAGARI .................

Diundangkan di Nagari ......oocoonnn.
Pada Tanggal :

SEKRETARIS NAGARI ..ccoiconiiasiinrsanineniiisisninirarans

.........................



Lamp;ran | Peraturan Nagan
Nomor : o
Tenlang Laporan Pedanggungjawaban o

Realisasi Pelaksanaan APBNagari
Tanun Anggaran

Lampiran | Peraturan Nagari

Nomor .

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBNagari
Tahun Anggaran ...

LAFORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSAN.AAN

APBNagari

PEMERINTAH NAGARI ..........ooe
TAHUN ANGGARAN. ...

KODE
REKENING

URAIAN ANGGARAN

JUMLAH
ANGGARAN
1Rp )

JUMLAM
REALISAS!
Bp)

LG
KURANG
{Rp)

KETL
RANGAN

1

2

3

4

5

6

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royeng

]
afalala
cafro]—

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Pandapatan Transfer

Dana Desa

Eagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kabupalenﬁko!a

Alokazi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Frovingi

JN SEPY JEPY P GRPS N S0V
[RSTRES S AT RS H ] RN o]
- NS TR B
pal—

Baniuan Kabupaten / Kota

Pendagpaian Lain lain

Hibah dan Sumbangan dari pinak ke-3 yang tidak mengikal

Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Sidang Penyelenggaraan Pemerintahan tagari

Panghasilan Tetap dan Tunjangan

Belanja Pegawai

- Penghasilan Tetap Wali Nagafi dan Perangkal

- Tunjangan Wali Nagari dan Perangiat

- Tunjangan BAMUS

Operasicnal Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

- Pakaian Dinas dan Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dan Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Koinputer

- Meia dan Kursi

- Mesin TIK

- dsl...

OpEraqmnal BAMUS

Belanja Barang Dan Jasa

- ATK

_- Penggandaan

- i—-‘dst

- Konsums: Rapat




AL

- Hlonor

Belanja Modai

- Semen

- Material

[ 1aN]

Pengaspatan ialan nagari

NN

Eelanja Barang dan Jasa

- Upah Kerja

- Honaor

Belanja Modal

- Aspal

- Pasir

-dst

Kegiatan...........c...oovveiinns veven.

(%]

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

[

()

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban i

Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelatih

- Kansumsi

- Bahan Pelatihan

“adsb

Kegiatan..........o.veeiiiennnrs

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

N~

£

Kogiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat

Belanja Barang dan Jasa

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelalihan

st

Kegialan.....ooooiiiiiiiiiinins

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Blasa

o

Belanja Barang dan Jasa

- Honor tim

- Konsumsi

- QObat-ohatan

Kegiatan...............ociiinie

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

| | |

= [ = = —

Hasit Kekayaan Desa Yang dipisahkan

JUMLAH (RP )

(5]

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Lol

NN

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP )

DISETUSU OLEH

WALI NAGART ...

TTOD




Lampiran Il Peratluran Desa
Nomof & ... o

Tentsng : Laporan Kekayaan Milik Nagari -
Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK NAGARI
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

TAHUN N-1°

TAHUN N
URAIAN (Tahun Periode - (Tahun
Pelaporan) Sebelumnya)
I ASET NAGARI R

A. ASET LANCAR
1. Kas Nagari
a. Uang kas di Bendahara Nagari
b. Rekening Kas Desa
2. Pitang
a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung

3. Persediaan
a. Kerlas Sege!
b. Materai

B, ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi Permanen
- Penyertaan Modal Pamerintah
Nagari
2. Aset Tetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan bangunan
- Jatan, Jaringan dan Instalasi

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan
4. Asel tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B)

I, KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAR KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(1 - I1)

DISETUJUI OLEH

WALI NAGARI ..

TTD
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perolehan hak lainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Nagari, baik yang disimpan di Bencahara
Nagari maupun di rekening kas Nagari,

3. Piutang Nagari adalah tagihan uang Nagari kepada pihak yang mengelola
kekayaan Nagari, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi
dalam waktu paling lfama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama
tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang mililc pemerintah Nagan yang
dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode
normal, antara lain kertas segel, materai, deposifo, giro.

5. Aset Nagari tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah Nagari dan aset
tetap milik Nagari antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
Jjalan, jaringan dan instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
angqaran.

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah,

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Nagari.

Catatan :
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBNagari khususnya pada pembiayaan tidak
dibuka peluang untuk pinjaman.



Nomor ...k

t ampiran {ll Peraluran Nagari

Tenlang : Program Sekloral dan program
Daerah yang masuk Ke Nagari

BROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE NAGARI

Tanggal
Nagari
Kecamatan | ....coooveneens
Kabupaten ..o
No. Jenis |  Lokasi Rincian Volume | Satuan | Sumber | Jumiah §’
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Dana {Rp) |
Sub Total Jenis Kegiatan (1) {Rp)
_ Sub Total Jenis Kegiatan (2) {(Rp}
i
Supb Total Jenis Kegialan (3) (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (4) (Rp)
Total (1sd4d; {Rp)

DISETUJU] OLEH
WALI NAGARI .



KODE URAIAN KETERANGAN
1 2 3
01 Bidang Penyelenggaraan Pemorintah Desa'Nagari
01.01 Pembayaran Penghasilan Telap dan Tunjangan
01.02 Keglatan Operasional Kantor Desa/Nagari
01.03 Kegiatan Operasional BPD
01.04 Kegiatan Cperasionat RT/RW
G1.05 Keglatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa/Nagari
01.06 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari
01.07 Kegiatan Pengeiolaan Informasi Desa/Nagari
01.08 Kegiatan Penyetanggaraan Kerjasama Antar Desa/Nagari
01.09 Dst. '
02 8idang Pelaksanaan Pembangunan Desa
02.07 Kegiatan Pembangunan Saluran frigasi
02.02 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
£2.03 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Frasarana Fisik Kantor
02.04 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosis!
02.05 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keselatan
02.06 Kegiatan Pernbangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
02.67 Kegialan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebarsihan Lingkungan
62.08 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaaan Masyarakat
02.09 Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
02.10 Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Aparatur Desa
0211 Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat
02.12 Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
02.13 Kegiatan Pembangunar Sarana Listrk Mikro Hidro
02.14 Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
02.15 Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahy
02.16 Dst
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
03.01 hegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
03.02 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
03.03 Kegiatan Pembinaan Qrganisasi Perempuan/PKK
03.04 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
03.05 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
03.06 Kegiatan Pembinaan Lembaga Adal
03.067 Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
$3.08 Kegiatan Pemhinaan Masyarakst lainya
03.09 Kegiatan Pembinaan LPMN
03.10 Dst ]
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04.01 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
04.02 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
04.03 Kegiatan Pemberdayasan Posyandu, UP2K dan BKB
04.04 Kegialan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
04.05 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani, Nelayan dar lain-lain
04.06 Kegiatan Pelatinan Teknologi Tepat Guna
04.07 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Ruman Tangga
04.08 Kegiatan Sosialisasi kepada Masyarakal
04.09 Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal
0410 dst
05 Bldang Tidak Terduga
05.01 Kegiatan Penangguiangan Bencana Alam
05.02 Kegiatan Penanggulangan Bencana Lair. ..




J KODE REKENING BELANJA.

KODE | URAIAN KETERANGAN
1 2 3

i ASET

1.1 Aset Lancar

1.1.1. Kas dan Bank

1.4.1.01 Kag di Bendahara Desa

1.1.1.02 Rekening Kas Cesa

1.1.2 Piutang

1.1.2.01 Piutang Sewa Tanah

1.1.2.02 Piutang Sewa Gedung

1.1.2.03 Piutang Sewa Paralatan

1.1.2.04 Piutang Bagi Hasil Pajak

1.1.2.06 Piutang Bagi Hasil Retribusi

1.1.2.08 Piulang Alokasi Dana Desa

1.1.2.07 Piutang Panjar Kegiatan

1.1.2.08 Fiutang Lain-ain

1.1.3 Fersediaan

1.1.3.0% Fersediaan Benda Pos dan Materai

1.1.3.02 Persadiaan Alat Tulis Kantor

1,1.3.03 | Persediaan 8langko dan Barang Cetakan

1.1.3,04 Persedizan Alat-Alal Lisirik/Lampu/Baligra

1.1.3.05 Persediaan Bahan/Material

1.1.3.06 Persediaan Alat-alat Kebersiban/Bahan Pembersih

1.1.3.07 Persediaan Bibit Hewan/Tanaman

1.1.3.08 Persediaan Barang Untuk Dihibankan kepada Mesyarakat

1.2. investasi

1.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Desa

1.3, Aset Tetap

1.31 Tanoh

1.3.1.0% Tanah Bangunan Kanior

1.3.1.02 Tanah Rumah Sinas

1.3.1.03 Tanah Pertanian dan Perkebunan

1.3.1.04 Tanah Sarana Kesehatan

1.31.05 Tanah Sarana Pendiuikan

1.3.1.08 Tanah Sarana Umum

1.3.1.07 Tanah Sarana Jakan

1.3.1.08 Tanah Lainnya

1.3.2 Peratatan dan Mesin

1.3.2.0¢ Alat-aiat Berat

1.3.2.02 Alat-alat Angkutan

1.3.2.03 Alat-alat Bengkel

1.3.2.04 Alat-alat Ukur

1.3.2.06 Alat-alal Pangoiah Peranian dan Peternakan

1.3.2.06 Pyeralatan Kantor

1.3.2.07 Alat-alat Rumah Tangga

1.3.2.08 Peratatan Komputer

$.3.2.09 Alat-alat StudiofAudio




1.3.3.02
1.3.3.03
1.3.3.04
1.3.3.0%
1.3.3.06
1.3.3.07

1.3.4.

1.3.4.01
1.3.4.02
1.3.4.03
1.3.4.04
1.3.4.05
1.3.4.06

1.3.5.

1.3.5.01
1.3.5.02
1.3503
1.3.5.04

1.3.6.
1.3.6.01

137

1.3.7.01
1.3.7.02
1.3.7.03
1.3.7.04

1.4.
141
1.4.1.01

1.5
1.5.1
1.5.1.01
1.5.1.02
1.5.1.03

1.5.2
1.5.2.01

1.8.3.

1.6.3.01
1.5.3.02
1.5.3.03

1.5.4
1.5.4.01

1.8.5.

1.5.5.01
1.5.5.02
1.5.5.03

Gedung Rumah Dinas/fzbatan
Bangunan Gudang

Bangunan Bersejarah
Bangunan Monumen

Tugu Peringatan

Bangunan Lainnya

Jalan, Jaringan dan Instalasi
Jafan Desa
Jembatan Desa
Jaringan Air
Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
Instalasi Listrik dan Telepon
Instalasi Pengeolah Sampah

Aset Tetap Lainnya
Buku dan Kepustakaan
Barang Bercorak Kesenian, Kehbudayaan
Hewan dan Ternak
Tanaman

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengeriaan

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap
Akumulasl Penyusutan Mesin dan Peralatan
Arumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
Axumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalast
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya

Oana Cadangan
Dana Cadangan
Dana Cadangan

Aset Tidak Lancar Lainnya
Tagihan Pistang Penjualan Angsuran

Tagihan Piwtang Penjualan Angsuran Kendaran Bermotor

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rurnah
Tagitan Piutang Angsuran Dana Bergulir

Tagihan Tuntutan Ganfi Kerugian Daerah
Tagihan Tuntutan Gant Kerugian Daerah

Kemitraan dengan Pthak Ketiga

Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - 20T)
Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO)

Kerjasama Operasi (K80}

Aktiva Tidak Berwujud
Aktiva Tidak Berwujud

Ase! Lain-lain
Aset Rusak Berat
Aset Tetap Renovasi
Aset Lain-lain Lainnya




2

21
2.1.1.
2.1.1.01
2.1.1.02

2.1.2
2120
2.1.2.02

213

2.1.3.01
2.1.3.02
2.1.3.03
2.1.3.04
2.1.3.05

2.1.4

21401
2.1.4,02
2.1.4.03
2.1.4.04

2.1.5
2.1.5.01

2.1.6.

2.1.6.01
2.1.6.02
2.1.8.03
2.1.6.04
2.1.6.05
2.16.06

31
391
3.1.9.01

3z
3.1.2.01

4.9,
4.1.14.
4.1.1.01
4.1.1.02
4.1.1.03
4.1.1.04
4.1.1.058

4.1.2.
4,1.2,01
4.1.2.02

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Hutang Perhitungan Pihak ketiga
Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
Hutang PFK Lainnya

Huteng Bunga
Hutang Bunga kepada Bank
Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank

Hutang Pajak
Hutang Pajak Pertambahan Nilai
Hutang Pajak Penghasitan PPh 21
Hutang Pajak Penghasilan PFh 22
Hutang Pajak Penghasilan PFPh 23
Hutang Pajak Lainnya

Pendapatan Diterima Dimuka
Pajak dan Retrihusi Diterima Dimuka
Uang Muka Penjualan Asel Desa
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Disa
Usang Muka Bagian Laba BUMDes

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
Bagian Lancar Hutang Jangka Fanjang

Hutang Jangka Pendek Lainnya
Hutang Belanja Pegawai
Hutang Belanja Telepon
Hutang Belanja Air Minum
Hutang Belanja Listrik
Hutang Pengadaan Bahan Habis Fakai
Hutang Pengadaan Barang/Jasa

EXUITAS
Ekuitas
Ekuitas
Ekuitas

Skuitas SAL
Ekuitas SAL

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa
Hasit Pengelolaan Tanah Kas Desa
Hasil Pengeiolaan Pasar Desa
Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
Has#l Pelelangan tkan Yang Dikelola Cesa
Hasil Usaha Desa Lainnya

Hasil Aset Desa
Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa

Pendapatan Sewa Gedung Milik Dasa

Swadava. Parisipasi dan Gotong Royong




4.1.4.02
4,1.4.03
4.1.4.04
4.1.4.05
4,1.4.06
4.1.4.07
4.1.4.08
4.1.4.09

4.2,
4.2.1
4210

422
42,201

423
4.2.3.0¢

4.2.4,
4.2.40

4.2.5.
4.2.5.01

4.3

431

4.3.1.01
4.3.1.02
4.3.1.03
4.3.1.04
4.3.1.05
4.3.1.06
4.3.1.07

4.3.2.
4.3.2.01

5.1.
511,
5.1.4.04
5.1.1.02
5.1.1.03
5.1.1.04
5.1.1.05
5,1.1.06
5.1.1.07
5.1.1.08
5.1.1.08
51.1.10
51.1.11

5.1.2.

5.1.2.01
51.2.02
5.4.2.03
5.1.2.04

Hasit Penjualan Aset Desa Setain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
Hasit Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan

Bunga Simpanan Uang di Bank

Tutuntan Ganli Kerugian {TGR)

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Relania

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya

Pendapatan Transfer
Dana Desa
Dana Desa

Bagi Hasit Pajak dan Retribusi
Bagi Hasit Pajak dan Retribusi Daerah

Alokasi Dana Desa
Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan Keuvangan dari APBD Provinsi

Banlvan Keuangan Kabupaten/Kela
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten

Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah

Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Pendapalan Hibah dari Pemerintah Provinsi
Pendapalan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
Pendapatan Hibah dari OrganisasifLembaga Swasta
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Parorangan
Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa

Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

BELANJA
Belanja Desa
Beianja Pegawai ‘
Penghasilan Tetap Kepals Desa dan Perangkat Desa
Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa
Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkal Desa
Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Parangkat Desa
Tunjangan BPD dan Anggotanya
Uang Sidang BPD dan Anggotanya
Insentif RT/RW
Operasional Kepala Desa dan Perangkat Cesa
Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa
Uang Lembur

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Listrik, Air, Telepon, Faxfinternet dan Koran
Belanja Alat Tulis Kantor
Beilanja Alal-alal Kebersihan dan Bahan Pembersih
Betanja Benda Pos dan Materai




5.1.2.05 Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu

5.1.2.06 Belanja Fotocopy, Celak dan Penggandaan

5.1.2.07 Belania Makanan dan Minuman Rapat

51.2.08 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.1.2.08 Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan

5.1.2.10 Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

51.2.11 Belanja Sewa Peralatan

5.1.2.12 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.1.2.13 ) Betanja Bahan Bakar Minyak dan Gas

5.1.2.14 Beianja Honerarium Tim Panitia

51.2.15 Belanja Honorarium Instruktur/Pelatin/Narasumber
5.1.2.18 Belanja Perjaianan Dinas

5.1.2.17 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

5.1.2.18 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Taagga
5.1.2.19 Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5.1.2.21 Belanja Sewa Ruangan atau Gedung

5.1.2.22 Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dli}
5.1.2.23 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan

5,1.2.24 Betanja Transportasi

51.2.25 Belanja Honorarium Lainnya

513 Belanja Modal

5.1.3.01 Betanja Modal Tanah Bangunan Kantor

51.3.02 Belanja Modal Tanah Rumah Dinas

5.1.3.02 Belanja Modai Tanah Pertanian dan Perkebunan
5.1.3.04 Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan

5.1.3.05 Beianja Modal Tanah Sarana Pendidikan

5.1.3.06 Belanja Medal Tanah Sarana Umum

5.1.3.07 Belanja Modai Tanah Sarana Jalan

5.1.3.08 Belanja Modal Tanah Lainnya

5.1.3.09 Beianja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

51.3.1¢ Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan

5131 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

51.3.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur

51.3.13 Belanja Modal Pengadaan Ajat-alat Pengolah Pettanian dan Peternakan
5.1.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

51.3.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
51.3.16 Belanja Modal Pengadaan Komputer

51.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audic
54.3.18 Belanja Modai Pengadaan Alai-alat Komunikasi dan Sarana Informasi
5.1.3.19 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainaya
5.1.3.20 "Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
51.3.2% Belanja Modat Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
5.1.3.22 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang

5.1.3.23 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bessejarah
5.1.3.24 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
5.1.3.25 Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan

51.3.26 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya

5.13.27 Belanja Modai Pengadaan Jalan Desa

5.1.3.28 Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa

5.1.3.29 Belanja Madal Pengadaan Jaringan Air

5.1.3.30 Belanja Modai Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
5,1.3.3% Betanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.1.3.32 Belanja Moctal Pengadaan instalasi Pengolah Sampah
51333 Belania Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan




6.1, Penerimaan Pembiayaan
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebetumnya
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01. Pencairan Dana Cadangan
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6.1.3.01 Hasil Penjualan Kekayaan Cesa Yang Dipisahkan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
8.2.1.M1 Pembentukan Dana Cadangan
522 Penyertaan Modal Desa
8.2.2.01 Penyertaan Modal Desa
7 NON ANGGARAN
7.1, Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga
7.1.1. Perhitungan PFK - Potongan Pajak
7.1.1.01 Potongan Pajak PPN Pusat
7.1.1.02 Potongan Pajak PPh Pasal 21
7.1.1.03 Potongan Pajak PPh Pasal 22
7.1.1.04 Potongan Pajak PPh Pasai 23
7.1.1.05 Potongan Pajak PPh Lainnya
712 Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan
7.1.2.01 Uang Muka dan Jaminan
Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 20 Maret '?-Oi’f
PASAMAN BARAT
bDiketahui Tanggal Paraf
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HSYAHIRAN
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